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ABSTRACT 

Kata kunci : Perlindungan dan Zona Ekonomi Eksklusif 

Zona Ekononi Eksklusif (ZEE) merupakan suatu rezim hukum 

baru yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Kepada Negara-

negara pantai, seperti Filipina dan Indonesia diberikan hak berdaulat di 

ZEE yang jaraknya 200 mil dari garis pantainya untuk mengeksploitasi 

dan mengeksplorasi sumber kekayaan alam di laut atau memanfaatkan 

kekayaan hayati ikan. Dan hanya negara yang bersangkutanlah yang 

berhak memanfaatkan kekayaan ikan di ZEE, sedangkan negara-negara 

lain tidak boleh kecuali ada izin. Karena itu diperlukan kerjasama antar 

negara untuk melindungi dan melestarikan sumber kekayaan alam 

tersebut, namun perlindungan tersebut kurang diperhatikan oleh negara-

negara di kawasan tersebut.  

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui tentang aspek-aspek 

yang relevan dilakukan melalui kerjasama antar negara dalam 

melindungi sumber-sumber perikanan di ZEE dan tentang pengaturan 

hukum internasional, regional dan hukum nasional dalam mengantifikasi 

perlindungan sumber-sumber perikanan di ZEE. 

Dalam kenyataannya perlindungan dan pelestarian sumber-

sumber perikanan di ZEE diantara negara-negara ASEAN itu belum 

berjalan sebagaimana mestinya, meskipun usaha kearah tersebut 

dilakukan guna pelestarian ikan di laut ZEE. Namun perlindungan 

tersebut tidak efektif karena banyak kapal, baik dari Indonesia maupun 

dari Negara  ASEAN lainnya yang menangkap ikan tanpa memperdulikan 

tentang perlindungan dan pelestarian sumber ikan di ZEE, bahkan 

banyak kapal ikan asing tersebut menangkap ikan di ZEE Indonesia 

                                                           
*
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secara illegal, sehingga unsur kepentingan perlindungan dan pelestarian  

sumber  ikan tersebut diabaikan oleh kapal-kapal perikanan tersebut.  

 

A. PENDAHULUAN 

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

besarnya peranan laut bagi kehidupan umat manusia, menyebabkan 

hukum laut Internasional mengalami perkembangan yang progresif sesuai 

dengan situasi dan tuntutan zaman.
1
 

Perkembangan itu ditandai dengan ditetapkan dan diratifikasinya 

Konvensi Hukum Laut 1982. Indonesia merealisasikannya dengan UU 

No. 17/1985 pada tanggal 3 Februari 1985. 

Dalam Konvensi Hukum Laut 1982, salah satu bidang yang 

diatur yaitu Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebagai suatu rejim hukum 

baru dalam Hukum Laut Internasional. Di dalam ZEE itu diberikan hak 

berdaulat kepada negara pantai untuk melakukan eksplorasi dan 

eksploitasi atas sumber-sumber alam, baik hayati maupun non hayati. Hal 

ini dapat pula diartikan sebagai pembatasan terhadap kebebasan 

menangkap ikan. Selain diberikan hak berdaulat, negara-negara pantai 

juga dibebani kewajiban untuk melakukan konservasi terhadap sumber-

sumber perikanan di ZEE, antara lain dengan cara menentukan jumlah 

tangkapan ikan yang diperbolehkan, menentukan batas tangkapan lestari, 

melakukan kerjasama Internasional dan regional serta melakukan 

pertukaran data ilmiah, statistik penangkapan dan data lainnya mengenai 

konservasi. 

                                                           
1
 Mochtar Kusumaatmadja, 1986, Hukum Laut Internasional, Binacipta, Bandung, hlm. xii-

xiii. 
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Usaha perlindungan dan pelestarian sumber perikanan laut 

berkaitan erat dengan tanggungjawab negara untuk melestarikan sumber 

perikanan bagi kepentingan generasi mendatang dan kelangsungan hidup 

manusia, supaya sumber perikanan dapat dimanfaatkan secara optimal 

dan adanya keseimbangan dalam pemanfaatan laut, maka sangat perlu 

dilakukan perlindungan sumber-sumber perikanan laut. 

Kondisi geografis negara-negara ASEAN yang unik dengan 

ekosistem hutan bakau di sepanjang pantainya, menyebabkan daerah laut 

dan pantainya merupakan daerah yang produktif, lebih dari 7% penduduk 

di kawasan ini hidup di daerah pantai dan menjadi penyebab tingkat 

eksploitasi yang tinggi terhadap kekayaan alam serta terjadi perusakan 

lingkungan laut.
2
 

Masalah yang berkaitan dengan perlindungan sumber perikanan 

di laut kawasan ASEAN atau lintas negara adalah mencakup 

penangkapan ikan yang berlebihan oleh nelayan dari berbagai negara di 

ZEE yang merusak habitat, sehingga pelestarian jenis jenis kekayaan 

hayati terancam akibat pencemaran laut. Dalam hal demikian, upaya 

perlindungan dan pelestarian sumber-sumber perikanan di ZEE dari 

negara-negara pantai cenderung melibatkan lebih dari satu negara atau 

bersifat transnasional. Dalam kaitan ini, M. Daud Silalahi mengatakan 

bahwa pengaturan hukum lingkungan laut menjangkau banyak segi 

kepentingan dan aspek kehidupan masyarakat luas.
3
 

                                                           
2
 Mochtar Kusumaatmadja, 1992, Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut Dilihat 

Dari Sudut Hukum Internasional Regional Dan Nasional, Sinar Grafika dan Pusat Studi 

Wawasan Nusantara, Jakarta, hlm. 7. 
3
 M. Daud Silalahi, 1992, Pengaturan Hukum Laut Indonesia Dan Implikasinya Secara 

Regional, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 199. 
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Negara-negara pantai menuntut perluasan yurisdiksi atas 

kekayaan alam di ZEE dan itu suatu hal yang tidak dapat dielakkan untuk 

kepentingan ekonomi negara dan warga negara, sehingga banyak warga 

negara atau nelayan menangkap ikan di ZEE, termasuk nelayan-nelayan 

asing dari berbagai negara. Disebabkan karena ZEE sebagai zona di luar 

wilayah negara yang sebelumnya sebagai laut lepas tetapi sekarang 

negara pantai mempunyai hak berdaulat di ZEE. 

Indonesia sebagai negara kepulauan yang laut atau ZEE-nya 

begitu luas yang sejak dahulu dilalui oleh pelayaran internasional atau 

kapal-kapal asing, maka sangat riskan dengan masalah penangkapan ikan 

di ZEE. Karena itu, Indonesia perlu melakukan perlindungan tersebut 

bahkan dengan cara bekerjasama antar negara, apalagi masalah perikanan 

laut merupakan masalah transnasional. Kerjasama antar negara ASEAN 

telah dilakukan dan ditandatangani tanggal 22 Oktober 1983 yang 

difokuskan pada pelestarian sumber perikanan di ZEE. Dalam rangka 

perlindungan ini, Indonesia juga telah menetapkan Undang-Undang No. 

5/1983 tentang ZEE dan Undang-Undang No. 9/1992 tentang Perikanan. 

Walaupun telah dilakukan kerjasama lintas negara dan penetapan undang-

undang bagi perlindungan perikanan, namun perlindungan terhadap sumber 

perikanan di ZEE itu tidak terwujud secara optimal, karena banyak kapal--

kapal perikanan atau kapal-kapal ikan asing menangkap ikan di ZEE tanpa 

mengindahkan aspek perlindungan sumber perikanan tersebut. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, yang menjadi permasalahannya 

adalah: (a) apakah aspek-aspek yang relevan dilakukan melalui kerjasama 

antar negara dalam perlindungan sumber-sumber perikanan di ZEE? (b) 
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Sejauhmanakah pengaturan hukum internasional, regional dan hukum 

nasional telah mampu mengantisipasi perlindungan sumber-sumber 

perikanan di ZEE? 

 

B. HAK BERDAULAT NEGARA DI ZEE  

Hukum lingkungan laut yang pengaturannya pada pemanfaatan 

dalam arti tradisional dan ditelusuri pada gagasan hukum yang ditulis oleh 

para ahli hukum pada abad ke 17 dan ke 18 yaitu Hugo Grotius dan John 

Selden yang buah pikirannya masih mempengaruhi tulisan-tulisan pada 

abad ini.
4
 Grotius dan John Selden bersama para pakar hukum lain bicara 

tentang laut bebas di satu pihak dan laut tertutup di pihak lain telah ikut 

dipersoalkan mengenai konsepsi "dapat habis" (exhaustable) dan "tidak 

dapat habis" (in exhaustable) kekayaan akan laut dengar refleksi 

pengertian atau konsep keterbatasan kekayaan alam laut yang dipersoalkan 

saat ini. 

Grotius mempunyai pandangan yang sejalan dengan konsep 

kebebasan di laut lepas. Perikanan harus terbuka bagi semua orang, 

didasarkan pada alasan bahwa laut itu merupakan sumber kekayaan yang 

tidak ada batasnya.
5
 Konsep Grotius tentang kebebasan menangkap ikan 

ditantang oleh Selden. Menurut Selden argumentasi yang menyatakan laut 

merupakan sumber kekayaan yang tidak terhabiskan sama sekali tidak 

beralasan.
6
 Menurut M. Daud Silalahi bahwa dengan berkembangnya 

konsepsi "The New Economic Rise For The Sea" yang pada waktu 
                                                           
4
 Ibid. Hlm. 34.  

5
 Frans Likadja, Hukum Laut dan Undang-Undang Perikanan, Hukum dan Pembangunan 

No. 3 Tahun XV Juni 1995, hlm. 224. 
6
 Mochtar Kusumaatmadja, 1992, Op. Cit. hlm. 18. 
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didasarkan pada anggapan bahwa "All State Possessed This Shares" hingga 

sekarang mengalami perkembangan yang pesat meskipun batas waktunya 

masih tetap dipersoalkan, karena ZEE merupakan kawasan di luar wilayah 

negara.
7
 

Suatu perkembangan menarik yang berkaitan dengan masalah 

perlindungan sumber perikanan yaitu diterimanya rezim laut baru dalam 

Konvensi Hukum Laut 1982 yang disebut Zona Ekonomi Eksklusif. 

Berkenaan dengan prinsip perlindungan dan pelestarian lingkungan bahwa 

hal ini sudah dimuat dalam Prinsip 7 Deklarasi Stockholm. 

Berdasarkan konsep ZEE pada Hukum Laut 1982 bahwa telah 

diterimanya hak berdaulat negara pantai untuk melakukan eksplorasi dan 

eksploitasi atas sumber-sumber hayati dan non hayati, ini dapat diartikan 

sebagai pembatasan terhadap kebebasan menangkap ikan. Eksplorasi dan 

eksploitasi itu harus memperhatikan masalah konservasi sumber perikanan 

sebagai sumber kekayaan alam yang "renewable", maka perlu diambil 

langkah perlindungan. 

Ada beberapa bentuk dari instrumen ekonomi yang dapat 

digunakan sebagai alat untuk melindungi lingkungan dan sumberdaya 

diantaranya pajak lingkungan, kredit lingkungan, subsidi lingkungan 

termasuk kedalamnya standar pengolahan lingkungan.
8
 

Hal tersebut terkait dengan perlindungan sumber-sumber 

kekayaan ikan di ZEE. ZEE sebagai suatu daerah di luar laut wilayah yang 

luasnya tidak melebihi 200 mil yang diukur dari garis pangkal yang 
                                                           
7
 M. Daud Silalahi, 1992, Op . Cit, hlm. 225. 

8
 Ferdi. Aspek Pengalihan Hukum Lingkungan Internasional Dalam Standarisasinya ISO 

Seri 14001 dan Aplikasinya Di Indonesia, Disertasi Program Pascasarjana, Unpad, 

Bandung, 2004, hlm. 148. 
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digunakan untuk mengukur lebar laut wilayah (Pasal 55 dan 57 Konvensi 

1982). 

Ada tiga hal prinsip mengenai pengaturan ZEE yaitu hak-hak dan 

kewajiban negara pantai, hak dan kewajiban negara lain dan tuntutan 

dalam kawasan untuk mengatur semua kegiatan di ZEE.
9
 Negara-negara 

pantai menangkap ikan di ZEE didasarkan pada hak eksklusif. Negara-

negara dengan armada perikanan jarak jauh menuntut hak sejarah 

didasarkan pada prinsip kebebasan di laut. Sedangkan negara tak 

berpantai dan tak beruntung didasarkan pada konsep bahwa sumber 

hayati laut merupakan warisan bersama umat manusia. 

Mengingat masalah lingkungan laut pada dasarnya bersifat lintas 

batas nasional dan agar pelaksanaannya berjalan efektif, maka perlu 

dilakukan kerjasama Internasional antar negara dan setiap negara 

berperan dalam kerjasama tersebut.
10

 Bagi negara pantai yang tidak 

mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan 

yang dibolehkan, negara pantai itu harus memberikan kesempatan kepada 

negara lain untuk memanfaatkan jumlah tangkapan ikan yang tersisa, 

apabila terdapat persedian jenis ikan yang sama di ZEE dan berselisih 

diantara negara, maka negara-negara itu melalui organisasi sub regional 

atau regional berusaha mencapai kesepakatan untuk menjamin konservasi 

jenis-jenis ikan. 

                                                           
9
 Churchil RR and Lowe Av, 1983, The Law Of The Sea, Mancherted University Press, 

hlm. 130. 
10

 Muazzin, Implikasi Pengaturan GATT/WTO Terhadap Ekspor Komoditi Perikanan 

Indonesi Dalam Rangka Perlindungan Lingkungan, Tesis, Pascasarjana, IINPAD, 

Bandung, 2004, hlm. 44. 
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Masalah lingkungan mendapat perhatian serius di dunia, bagi 

ASEAN juga mendapat perhatian besar karena mencakup wilayah darat 

dan laut, kerjasama di bidang lingkungan sebenarnya sudah diawali tahun 

1977. 

Pemanfaatan sumber perikanan laut dewasa ini sangat pesat. 

Untuk itu dalam pemanfaatan tersebut perlu adanya keseimbangan antara 

eksploitasi dan pemeliharaan sumber-sumber perikanan laut. 

Berikut ini skema pelestarian dan implementasi hayati laut 
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C. SUMBER KEKAYAAN HAYATI IKAN DI ZEE BAGI 

KEMANFAATAN UMAT MANUSIA 

1. Perlindungan dan Pelestarian Sumber-sumber  Perikanan  Di  ZEE 

Perlindungan sumber-sumber perikanan di ZEE sebagai suatu zona 

di luar wilayah negara harus dilakukan oleh negara-negara pantai bahkan 

lebih baik dilakukan kerjasama dalam perlindungan tersebut. Karena 

wilayah ZEE yang begitu luas seperti kawasan ASEAN, maka kerjasama 

dalam perlindungan sangat diperlukan. Hal ini sangat diperlukan karena 

ZEE sebagai kawasan laut bebas di berikan hak berdaulat kepada negara 

pantai yang bersangkutan dan dapat memanfaatkan sumber perikanan 

semaksimal mungkin dengan menentukan jumlah tangkapan ikan yang 

diperbolehkan. Sedangkan sisa yang tidak mampu ditangkap diberikan hak 

penangkapan kepada nelayan-nelayan negara lain. 

Kawasan ZEE yang dilayari oleh banyak kapal atau  kapal ikan 

berbagai negara, maka apabila tidak ada kerjasama dan perlindungan tentu 

saja akan terjadi tindakan yang menguras habis sumber-sumber perikanan, 

sebab dipahami bahwa laut itu sifatnya bebas dan bebas menangkap ikan, 

padahal menurut Konvensi hukum Laut 1982 bahwa di ZEE diberikan hak 

berdaulat kepada negara pantai yang bersangkutan. Karena itu, jika terjadi 

penyimpangan dapat dilakukan tindakan untuk mencegah berdasarkan hukum 

laut Internasional atau hukum lingkungan Internasional atau hukum 

nasionalnya. 

Perlindungan perikanan dengan kerjasama diantara negara-negara 

ASEAN bertujuan yaitu : 
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a.  menggalakan kerjasatna dalam konservasi sumber perikanan di ZEE 

melalui kegiatan dalam penelitian, pertukaran internasional dan 

pengelolaannya; 

b. meningkatkan status sosial dan ekonomi para nelayan; 

c. meningkatkan produksi dan pendapatan nelayan; 

d. memajukan perdagangan dan pemasaran hasil ikan antara negara-

negara.
11

  

 Aspek-aspek kerjasama Negara ASEAN yang dilakukan itu meliputi 

bidang-bidang, yaitu : 

a. Pengelolaan dan konservasi sumber-sumber perikanan di ZEE; 

b. pemanfaatan dan ahli teknologi; 

c. budi daya ikan; 

d. teknologi pasca panen; 

e. perdagangan dan pemasaran hasil perikanan; 

f.  identifikasi keperluan kerjasama untuk kerjasama dibidang perikanan 

secara komersil. 

Kerjasama yang dilakukan itu untuk menghasilkan perlindungan 

sumber-sumber perikanan, akan tetapi jika dikaji lebih jauh bahwa 

perlindungan tersebut belum efektif karena banyak kapal-kapal perikanan atau 

kapal-kapal asing menangkap ikan di ZEE Indonesia dengan tidak 

mengindahkan usaha perlindungan dan pelestarian sumber perikanan di 

ZEE. Indonesia telah melakukan tindakan tersebut, tetapi hasilnya belum 

maksimal. 

 

                                                           
11

 Yustinus Pedo, Kerjasama Regional Dalam Perlindungan Dan Pelestarian Perikanan di 

ZEE, Tesis, Pascasarjana, UNPAD, Bandung, 1994, hlm. 172.  
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2. Pengaturan Hukum Dalam Mengantisipasi Masalah Perlindungan 

Sumber-Sumber Perikanan 

Pada dasarnya pengaturan tentang konservasi atau perlindungan 

jenis ikan itu sudah termuat dalam persetujuan Tingkat Menteri ASEAN 

mengenai kerjasama Perikanan tahun 1983, namun kenyataannya praktek--

praktek kerjasama perikanan ini belum ada yang khusus tentang 

perlindungan dan pelestarian jenis ikan tersebut. Jadi kerjasama perikanan 

antara negara ASEAN masih bersifat pengembangan dan belum sampai 

pada usaha perlindungan. 

Ada beberapa cara pengelolaan   dan perlindungan perikanan  itu 

yaitu: 

1. pendekatan biologis; 

2. pendekatan biorikoamis; 

3. pendekatan biorigunamis; 

Ketentuan hukum Internasional telah meletakan dasar perlindungan 

sumber perikanan, namun sekarang masalahnya adalah pengaturan dan 

pelaksanaannnya dari hukum nasional masing-masing negara. Indonesia 

melalui Undang-Undang No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup, telah mengatur tentang perlindungan dan pelestarian atau sumber 

alamnya. Disamping itu, Undang-Undang No. 5/1983 tentang ZEE, 

Undang-Undang No. 9/1985 tentang Perikanan dan Keputusan Menteri 

Kelautan dan Perikanan No. 60/Men/2001 tentang Penataan Penggunaan 

Kapal-Perikanan di ZEE Indonesia. 

Bilamana terdapat tumpang tindih ZEE antara negara-negara, harus 

diselesaikan melalui persetujuan. Berdasarkan Undang-Undang ZEE, 
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bahwa Indonesia mempunyai hak berdaulat di ZEE-nya untuk 

memanfaatkan sumber kekayaan ikan serta mempunyai yuridiksi atas 

pembuatan pulau buatan, penelitian ilmiah dan perlindungan lingkungan 

laut. Sebenarnya untuk mewujudkan perlindungan itu harus dilakukan 

pengawasan secara bersama atau oleh instansi yang ditujukan untuk itu.  

Selama ini beberapa Negara ASEAN, seperti Indonesia, Singapura 

dan Malaysia telah bekerja sama untuk melakukan pengawasan laut untuk 

berbagai kepentingan, seperti di Kawasan Selat Malaka yang menyangkut 

lintasan kapal-kapal di laut. Akan tetapi pengawasan terhadap 

penangkapan ikan di ZEE suatu negara oleh kapal-kapal ikan asing tidak 

dilakukan secara efektif dengan cara bekerjasama antara Negara-negara 

ASEAN, sehingga banyak kapal ikan asing, seperti kapal ikan Vietnam 

banyak yang menangkap ikan secara illegal di  ZEE Indonesia. Walaupun 

selama ini pengawasan yang dilakukan oleh pihak keamanan Indonesia 

telah berhasil menangkap sebagian kecil kapal-kapal ikan asing tersebut 

dan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Pada dasarnya 

pengawasan dengan melakukan perlindungan kekayaan ikan diantara 

Negara-negara ASEAN sangat penting, dalam hal bahwa masing-masing 

negara tersebut mewajibkan kepada nelayannya atau kapal ikan negara 

tersebut untuk tidak menangkap ikan di ZEE Negara lain dan menghukum 

bagi siapa yang melanggarnya. Akan tetapi hal tersebut belum dilakukan 

sebagaimana mestinya bagi pelestarian hayati ikan di ZEE oleh negara-

negara melalui nelayan atau kapal-kapal ikan warga negaranya, sehingga 

dikhawatirkan sumber-sumber kekayaan ikan di laut atau ZEE itu akan 

musnah atau berkurang di masa mendatang, padahal sumber perikanan 
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tersebut sangat dibutuhkan oleh generasi-generasi penerus dalam menjalani 

kehidupan mereka selanjutnya. 

 

D. PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Dalam perlindungan sumber perikanan di ZEE terdapat aspek--

aspek yang relevan yang meliputi tukar menukar informasi di bidang 

perikanan, aspek kelembagaan dan pengetahuan dalam rangka melindungi 

perikanan dan para nelayan, sehingga pemanfaatan sumber perikanan tidak 

berlebihan. Pengaturan perlindungan sumber-sumber perikanan di ZEE 

ditentukan dalam Konvensi Hukum Laut yang bersifat umum, selain itu 

terdapat juga dalam hukum nasional masing-masing negara. Pengaturan 

hukum regional ASEAN yang ada masih bersifat umum seperti persetujuan 

Tingkat Menteri ASEAN tentang Kerjasama Perikanan 1983. Perlindungan 

sumber perikanan itu belum mampu secara maksimal, karena terdapat 

tindakan para nelayan yang tidak memperdulikan perlindungan tersebut. 

 

2. Saran 

Untuk meningkatkan perlindungan sumber-sumber perikanan di ZEE 

perlu ditingkatkan kerjasama antara negara-negara kawasan tersebut dan 

juga ditingkatkan pengawasan secara sungguh-sungguh dan diberikan sanksi 

hukum bagi yang menyimpanginya.  
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